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ABSTRACT
In Indonesia, the payment policy of low wages for workers already a comparative advantage offered by the government to investors or investors, investors both local and foreign investors that are interested to invest in Indonesia. it can be seen from the use of standard Physical Requirements Minimum (KFM) of a single worker in the calculation of the minimum wage in 1956 era. Often, however, the minimum wage is far below the KFM count. In 1991 for example, the wages of workers only reached 60% of the value of KFM, even in practice, many employers who pay their workers wages below the official minimum wage standards that have been set, plus the absence of legal provisions that impose sanctions for violations of minimum wage.
BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Di Indonesia, kebijakan pembayaran upah murah bagi pekerja sudah menjadi keunggulan komparatif yang ditawarkan pemerintah kepada para penanam modal atau investor, baik investor lokal maupun investor asing agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. hal ini bisa dilihat dari penggunaan standar Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) seorang pekerja lajang dalam perhitungan upah minimum di era tahun 1956. Namun demikian, seringkali penetapan upah minimum jauh di bawah hitungan KFM tersebut. Tahun 1991 misalnya, besarnya upah pekerja hanya mencapai 60% dari nilai KFM, bahkan di dalam prakteknya banyak pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah standar resmi upah minimum yang telah ditetapkan, ditambah lagi tidak adanya ketentuan hukum yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum. Bahkan di era tahun 1980-an ketika pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 6 – 7% pertahun, dimana keuntungan sangat besar dinikmati oleh para pengusaha, upah  pekerja di Indonesia justru masih tergolong ke dalam upah termurah di dunia.
Era industrialisasi yang ditandai dengan berkembangnya jumlah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah besar, telah menempatkan pekerja selain sebagai objek juga menjadi subyek pembangunan yang memegang peran penting dalam upaya memajukan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut perlu ditunjang dengan perlindungan dan penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban, motivasi kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi atau perduktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia, yang pada akhirnya akan sangat menguntungkan kedua belah pihak   memberikan nilai manfaat perusahaan tersebut bagi masyarakat dan negara.
Berkaitan dengan pasal 27 ayat (2) Undang – undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan “. Dua amanah penting yang terkandung di dalam isi pasal tersebut adalah bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang menempatkan manusia sebagaimana mestinya secara manusiawi. Dalam hal ini penekanannya ditujukan kepada pemenuhan perlindungan secara jasmaniah agar dalam memberikan tanggungjawab disesuaikan dengan kapasitas pribadi seseorang. Lebih jauh diartikan sebagai penghargaan agar pekerja terbebas dari pola-pola pemerasan, perbudakan, penindasan dan eksploitasi fisik secara berlebihan dalam mendukung upaya pengusaha mencapai tujuannya. Sedangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan bermakna pemenuhan kebutuhan manusia secara bathiniah, yaini hal – hal yang mendukung dan meningkatkan martabat pekerja sebagai manusia. Dalam hal ini terkait erat dalam kesejahteraan, Jaminan sosial serta tercapainya kehidupan yang memenuhi standar-standar kelayakan. Pengusaha dalam mempekerjakan para tenaga kerja itu dituntut agar menempatkan para tenaga kerja itu sebagai 
BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pekerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia ketenagakerjaan indonesia, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda, juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) juga menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan suatu jenis pekerjaan yang kasar, orang-orang ini disebut “Blue Collar”. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan, disebut dengan “Karyawan/Pegawai” (White Collar). Pembedaan yang mengandung konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda, tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.

Setelah merdeka, kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum, disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Perburuhan yakni, buruh adalah “Barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima Upah” (Pasal 1 ayat 1 a).

Dalam perkembangan hukum perburuhan di indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu kongres Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) II tahun 1985. Alasan pemerintah, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, istilah buruh lebih identik dengan golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain, yakni majikan.

Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut di atas, istilah buruh tidak sesuai dengan perkembangan sekarang. Buruh saat ini, tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang sangat identik dengan pekerjaan yang kasar di sektor non formal seperti kuli, tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti bank, hotel dan lain-lain. Karena itu, lebih tepat jika penyebutan itu dengan Pekerja. Istilah pekerja juga sesuai dengan penjelasan pasal 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan golongan-golongan dalam hal ini adalah, Badan-badan seperti Koperasi, Serikat Pekerja dan lain-lain Badan Kolektif.

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian Pekerja diperluas yakni termasuk: 

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak;

2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong pekerjaan adalah perusahaan;

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Secara umum, istilah pekerja/buruh dalam dunia ketanagakerjaan Indonesia, sudah menjadi penyebutan yang sudah tidak asing lagi. Meski terjadi pembedaan antara pekerja dan buruh, namun substansi dan sifat dasar dari keduanya adalah sama. Pembedaan tersebut hanyalah merupakan salah satu upaya pihak pemerintah untuk mengkotak-kotakkan kekuatan Pekerja agar tidak menjadi sebuah ancaman terhadap kekuasaan negara.

B. Pengertian Upah 
Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi upah sebagai suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Dari pengertian diatas mengenai upah ini dapat diartikan bahwa upah merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap menggu atau bulan.

Istilah Gaji sebenarnya juga upah, tetapi sudah pasti banyaknya dan waktunya. Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal waktu yang lazim digunakan di Indonesia adalah bulan. Gaji merupakan upah kerja yang dibayar dalam waktu yang ditetapkan. Sebenarnya bukan saja waktu yang ditetapkan, tetapi secara relatif banyaknya upah itu pun sudah pasti jumlahnya. Di Indonesia, gaji biasanya untuk pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar. Jelasnya di sini bahwa  perbedaan pokok antara gaji dan upah yaitu dalam jaminan ketepatan waktu dan kepastian banyaknya upah. Namun keduanya merupakan balas jasa yang diterima oleh para karyawan  atau karyawan.

1. Perselisihan antar Serikat Pekerja dalam Satu Perusahaan.
Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, merupakan sebuah bentuk perselisihan antara serikat pekerja prihal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dalam aktivitas organisasinya dalam perusahaan dalam rangka membela hak dan kepentingan anggotanya masing-masing.
Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, dikatakan Bahwa : 
“Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan”.
Jika dilihat dari hubungn kerja, sesungguhnya perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tidaklah masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, sebab perselisihan antar serikat pekerja lebih kepada perbedaan pandangan dan pendapat yang terjadi secara horisontal sesama serikat pekerja yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama. Perselisihan yang terjadi tidaklah masuk dalam bingkai pertentangan arus kepentingan dan pihak yang berbeda.

BAB  III HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN

A. Perlindungan Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian dari Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 di Kota Samarinda

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, dasar filosofi yang ditetapkan oleh pembuat Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ini, ternyata tidak konsisten. Hal ini tampak dalam konsiderans huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu : 

“ Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak- hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. 
Konsiderans huruf d Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 yang membatasi pengertian tenaga kerja hanya mencakup pekerja saja bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara konsiderans huruf a-c dengan konsiderans huruf d Undang- Undang No. 13 Tahun 2003. 

Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada konsiderans huruf a - c tidak diterapkan dalam pasal-pasal Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, khususnya hanya membatasi pekerja yang bekerja pada pengusaha saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Wijayanto Setiawan, unsur perintah dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan harus kita tinggalkan, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila kita wajib dan mampu menempatkan buruh pada kedudukan yang terhormat (sederajat dengan majikan / pengusaha). Hubungan antara buruh dengan majikan /pengusaha bukan atas dasar perintah tetapi merupakan partner atau mitra kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Pendapat Wijayanto Setiawan dalam buku Hukum Ketenagakerjaan Indonesia didukung oleh Laica Marzuki, yang menyatakan bahwa buruh selaku subyek hukum penerima kerja (werknemer) adalah tidak berada di bawah perintah majikan, tapi justru berkedudukan hukum sama dan sederajat dengan kedudukan hukum majikan sebagai layaknya pihak-pihak yang mengikat diri pada suatu perjanjian timbal balik. Subyek hukum dalam perjanjian kerja pada hakekatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja / buruh maka ia akan mendapatkan upah. Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja / buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Upah adalah : 

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Berdasarkan kondisi riil yang ada dilapangan ternyata berkata lain, bahwa Upah yang diterima oleh pekerja lama dan yang baru tidak ada bedanya, pekerja yang punya skill dengan yang tidak punya skill mendapat Upah hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan dan ini sangat bertentangan dengan makna Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1. Penyelesaian melalui arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan yang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh menteri;

2. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri berdasarkan hukum acara perdata. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh, namun tidah terhadap perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja karena masih diperbolehkan upaya hukum ketingkat kasasi bagi para pihak yang tidak puas atas keputusan PHI, serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bilamana ditemukan bukti baru oleh salah satu pihak yang berselisih.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja telah memiliki perangkat hukum seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai upah yang didefinisikan sebagai berikut : 

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
 Namun dalam ketentuan tersebut, masih terdapat peluang atau celah bagi pengusaha sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak pekerja, antara lain:

a. Kurangnya komitmen dari para pengusaha dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja di mata pengusaha masih dianggap sebagai bagian dari alat produksi, bukan sebagai mitra kerja yang berkedudukan sejajar dengan pengusaha. 
b. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan tidak berjalan dengan maksimal, sehingga banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja nampak didiamkan saja. 
c. Para pekerja dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kurang proaktif dalam memperjuangkan pemenuhan hak-haknya. Di samping itu kesadaran dan kapasitas para pekerja dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih berada di bawah standar yang seharusnya dimiliki dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak-haknya. 
3. Terdapat Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005 yaitu :

a. Di dalam Permen 17 Tahun 2005 Upah Minimum Hanya Ditujukan Bagi Buruh Lajang;
b. Kebutuhan Hidup Layak di Dalam Permen No 17 Tahun 2005 Hanyalah Merupakan Ilusi Bagi Buruh
c. Survei Harga di dalam Permenaker 17 Tahun 2005 Tidak Mendasarkan Atas Situasi Objektif
d. Hasil Survey KHL  Tidak Otomatis Menjadi Dasar Penetapan Upah Minimum
e. Adanya Kepastian Hukum Atas Upah Minimum
Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tidak membedakan terhadap pekerja tetap maupun pekerja harian. Oleh karena itu, pembayaran upah harus mengacu pada ketentuan tersebut khususnya yang berkaitan dengan pemenuhanm Kebutuhan hidup Layak (KHL) baik untuk pekerja tetap maupun pekerja harian. 

B. Saran

Melihat kondisi upah pekerja sampai tahun 2013 dimana pemerintah baru menetapkan Upah Nimum Kota (UMK) Samarinda sebesar Kebutuhan Hidup Layak seorang pekerja lajang dengan hasil survey yang tidak mempertimbangkan atau menambahkan prediksi inflasi satu tahun berikutnya dimana UMK akan dilaksanakan, maka penulis memiliki gagasan sebagai berikut : 

1. Bagi Pengusaha 
Pengusaha seharusnya berpikir lebih dalam melihat keberadaan pekerja di perusahaannya. Pekerja tidak bisa hanya dilihat secara sepihak sebagai bagian dari alat produksi, melainkan sebagai mitra bagi pengusaha dalam mencapai target perusahaan. Apabila pekerja di tempatkan sebagai bagian penting dari perusahaan, maka hal itu akan berdampak positif dalam mendorong berbagai kebijakan pengusaha karena para pekerja akan memiliki rasa turut bertanggungjawab terhadap kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, penetapan upah akan mengikutsertakan komponen lain di luar ketentuan normatif yang berlaku. Karena apabila pengusaha hanya membayar upah sebesar UMK, dimana dasar penghitungan UMK adalah survey terhadap KHL pekerja lajang, maka agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka harus mendapatkan upah tidak hanya sebesar UMK, tetapi juga tunjangan-tunjangan atau komponen lain yang dapat menunjang kesejahteraannya. 

2. Bagi Pemerintah 
a. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur 
Secara umum kondisi dunia usaha mengalami kondisi yang tidak mendukung terutama sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sebaiknya segera diambil langkah-langkah yang lebih progresif agar dunia usaha kembali sehat seperti semula. Di samping itu dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan selalu memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup keluarga yang ditanggung oleh pekerja. 

b. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda
Terjadinya banyak pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak pekerja salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas. Hal ini seharusnya dilihat sebagai suatu yang seirus, harus ada langkah yang dilakukan dengan serius agar pengawasan berjalan secara efektif. Selama ini alasan klasik adalah keterbatasan jumlah personel pegawai pengawas, maka jika masalahnya telah teridentifikasi harus segera dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawas sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan pengawasan berjalan secara ketat. 
3. Bagi Pekerja 
a. Pekerja
Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia menjadikan posisi tawar pekerja di hadapan pengusaha sangat rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap para pekerja. Oleh karena itu para pekerja harus membangun kesadarannya dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya di hadapan pengusaha. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam meningkatkan posisi tawarnya adalah dengan cara :

i. Meningkatkan kemampuan atau kompetensi pribadi sehingga dapat menempati posisi-posisi strategis di perusahaan. 

ii. Membangun kekuatan kolektif melalu Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau organisasi yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasinya. 

iii. Membangun kesadaran terhadap pentingnya mempertahankan hak di hadapan pengusaha. 

b. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh seharusnya lebih proaktif dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak pekerja, menghindarkan diri dari pemikiran untuk menjadikan pekerja sebagai komoditi dalam melakukan pembelaan kasus ataupun terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja. 
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